
BAB III 

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AQIQAH 

 

A. Aqiqah Dalam Perspektif Hukum Islam  

1. Pengertian Aqiqah  

Secara bahasa aqiqah ( العقيقة ) berasal dari kata „aqqa-

ya‟iqqu/ya‟iqqu yang mempunyai arti potong.  kata potong  bisa diartikan 

dengan dalam dua konteks yaitu memotong rambut bayi ( mencukur ) yang 

akan di aqiqah dan yang kedua adalah memotong ( menyembelih ) hewan 

untuk bayi yang akan diaqiqah kan.
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Sedangkan menurut istilah aqiqah adalah menyembelih kambing 

untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, 

dengan niat ibadah dan ada syarat – syarat yang khusus.
2
  

Sebagai seorang muslim  sering sekali mendengar istilah aqiqah. 

Namun  istilah aqiqah ini terkadang sudah terlanjur mengalami pergeseran 

makna dari makna aslinya. 

Mungkin karena terlalu sering diidentikkan dengan sesuatu yang lain, 

seperti sering acara aqiqah digelar dengan beragam acara ritual atau adat 

dengan berbagai mata acaranya, seperti pengajian, ceramah, pembacaan 

dzikir, tahlil, maulid barzanji, bahkan terkadang mengundang  artis dan 

keramaian. 

Kembali kepada istilah aslinya, yang disebut dengan aqiqah tidak 

sampai sejauh itu. Setidaknya jauh lebih sederhana dan lebih bermakna, 

prosesi yang terlanjur dianggap keharusan dari ketentuan syariat aqiqah itu 

sendiri yang telah diajarkan oleh Rasulullah sahllallahualaihi wasallam. 
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Al-imam an-Nawawi (w. 676 H) rahimallahu menjelaskan definisi 

aqiqah dalam kitabnya al- Majmu‟ Syarah al- Muhadzab sebagai berikut :  

َقالَََدٍَيَْب ََعَُقالَآبوََْبَِيَْذَِهََْالت َ يَفَِرِىَََزَْلََاََْالََ.َقََعَُطَْالقَََوََىَُوَََقَ عََالَنََمََِةٌَقََت ََشَْمََُةَُقََي َْقَِاَلعََفََ

اَنَ ََاوََََِدَُلوَََْي ََُيََْحََِدَِلََلوََاََْسَِأَْىَرََلًَعَََنَُوَْكَُيَيََذَِال رَُعََْاَالشَ هََلَُصَْأَََةَُقََي َْقَِ:َالعَََهرََُُي َْغََيَوََعَِمَُصَْلََ

َََفََِوَُنَْعَََحَُبََذَََُُْتَِالَ َاةََالشَ َتَُيَْسََ  َرَُعَْالشَ َكََلَََََِوَُنَْعَََقَُلََيََُْوَُنَ لَََِةٌَقََي َْقَِعَََتَِقْوََْلَاَََْكََلََِ

َ(4\824المجموعَشرحَالدهذبَ)ََ.حَِبَْلذَ ادََنْعَََ
“Istilah aqiqah berasal dari kata Al- Aqqu yang maknanya adalah 

memotong. Al-Azhari mengutip perkataan abu ubaid dan al- Asma‟i dan 

lainnya bahwa aqiqah sebetulnya rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika 

dilahirkan.  Nah hewan yang disembelih itu dinamakan aqiqah sebab 

rambut bayi tersebut di potong ketika prosesi penyembelihan hewan”. 
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Sedangkan menurut Imam Abu Bakr Al- Bakri Ad- Dimyati (W. 

1310 H ), dalam kitabnya I‟anatu At- Thalibin sebagai berikut : 

Aqiqah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala 

bayi ketika lahir. 

Adapun secara istilah aqiqah adalah hewan yang di sembelih untuk 

sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong. Salah satu hikmah adanya 

syari‟at aqiqah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan 

dan menyebarkan nasab. 

Dari beberapa definisi aqiqah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aqiqah adalah memecah atau memotong hewan yang di sembelih atas nama 
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bayi yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah swt, yang telah 

memberikan rezeki berupa keturunan.   

 

2. Dasar Hukum Aqiqah 

Secara umum para ulama telah sepakat bahwa aqiqah adalah perkara 

yang disyari‟atkan, namun para ulama berpendapat tentang hukum aqiqah 

sebagian berpendapat wajibnya aqiqah, dan sebagian yang lain mengatakan 

bahwa aqiqah sunah muakkadah dan ada juga yang berpendapat aqiqah 

hukumnya boleh, tidak sunah dan tidak wajib. Pendapat terkuat dalam 

masalah ini bahwa aqiqah hukumnya wajib jika  mampu. 

Berdasarkan perintah Nabi saw, dalam hadits di atas dan karena Nabi 

menyerupakannya dengan pegadaian yang wajib ditebus. Bahkan, kebiasaan 

dari para salaf, mereka senantiasa melaksanakan aqiqah untuk anak- anak 

mereka. 

Adapun hukum aqiqah menurut ulam fikih dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu :  

a. Wajib  

Kelompok ulama yang berpendapat wajib adalah dari kalangan 

dzohiriyah. Mereka memahami secara tekstual hadis nabi shallallahu 

„alaihi wasallam dari Riwayat Samuroh: 

َُ هَنٌَبعَِقِيْ قَةَِيذُْبَحَُعَنْوَُيَ وْمَََعَنَْسَُوْرةَََقالَرسولَالِلهَصل ىَاللهَوسلّمَ: الغُلَامَُمُرْ

 الس اَبِعِ,َوَيُسَم ى,وَيهُحْلَقَُرأَسُوُ.)رواهَالترميذي(
  “Dari samurah dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : seorang 

tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan baginya hewan aqiqah 

pada hari ketujuh kelahirannya, dan diberi nama, dan dicukur 

rambutnya” .(HR. At-Tirmidzi). 



 

b. Sunnah Muakkad  

Pendapat yang masyhur dari kalangan ulama syafi‟iyah bahwa 

hukum aqiqah adalah sunnah muakkadah.  

َال َعَنِ َأمََرَىُمْ َوسلّم َالله َصل ى َالِله َرسول َ)أَن  َأَخْبرَُْ هَا َعَائشَةَ َشَاَأَن  غُلَامِ

 ،مُكَافِئَتَان‘ُاَنَِ

َوَعَنَِالجاَريِةََِشَاةٌ(َالترميذي
 Bahwa „Aisyah mengabarkan, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan 

mereka ( beraqiqah ), untuk anak laki – laki dua ekor kambing yang 

setara, dan untuk anak perempuan satu ekor kambing.(HR. At- Tirmidzi )    

 

َرَضِيََالُلهَعَن ْهُماَ أَنَ  َعَنَْالَحسَنَِوَالُحسَيِْ َََََ–رسولَالِلهَصل ىَاللهَوسلّمَْعَق  كَبْشَاً

 كَبْشَاًَ

َ)أبَوداودَ(

 Sesungguhnya Rasulullah „alaihi wa sallam melakukan aqiqah untuk 

hasan dan husain, masing -masing satu kambing (HR. Abu Daud ).
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c. Tathawwuh‟ 

  Siapa yang ingin mengerjakannya maka silah kan saja dan siapa saja 

yang mau meninggalkannya maka silahkan meninggalkannya, ini 

dikatakan oleh al- Athahawi dan ibnu „abidin, namun secara umum 

pendapat ini mirip dengan pendapat jumhur ulama. 
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d. Mubah  

  Sedangkan kalangan Hanafiyah menganggap hukum aqiqah adalah 

mubah. Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al- 

Kasani dari Muhammad Asy- Syaibani. 

  Mubah yang berarti boleh dilakukan boleh tidak. Tidak sampai pada 

derajat sunah. Pendapat ini didasari oleh perkataan Ummu Al- Mu‟minin 

„Aisyah radiyallahu „anha bahwa semua jenis sembelihan seperti aqiqah, 

rajabiyah dan „atirah yang pernah ada sebelumnya telah dimansukhkan 

atau di hapuskan dengan hadirnya syari‟at udhiyah (kurban pada hari ied 

Al- Adha). Beliau mengatakan: Syariat udhiyah (kurban pada hari idul 

adha) menghapuskan semua jenis syariat sembelihan yang pernah ada 

sebelumnya. 

e. Mansukhah 

  Mengadakan aqiqah adalah makruh, karena hukumnya sudah 

dihapus. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad al- Hasan sahabatnya 

Abu Hanifah, bahwasanya ia berkata : aqiqah sudah ada sejak zaman 

jahiliyah, dan diawal  masa keislaman juga masih dilaksanakan, namun 

pelaksanaan aqiqah dihapuskan dan diganti dengan ritual qurban. 

 

3. Syarat Aqiqah 

Syarat aqiqah anak laki- laki berbeda dengan anak perempuan. Untuk 

anak laki-laki afdhal (lebih utama)nya  aqiqah dengan dua ekor kambing 

yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu ekor kambing. Namun 

apabila seseorang tidak punya kemampuan untuk menyembelih dua ekor 

kambing untuk aqiqah anak laki-lakinya, maka boleh baginya untuk 

menyembelih satu ekor saja. Berdasarkan dengan hadits Nabi saw, 

mengaqiqahkan cucunya, Al- Hasan dengan seekor kambing. 



Imam Asy-Syaukani Rahimallahu mengatakan, sesungguhnya 

perbuatan yang dikerjakan Nabi saw, dengan hanya menyembelih satu ekor 

kambing adalah dalil bahwa dua ekor kambing itu hanya afdhal  saja bukan 

suatu keharusan. 

 Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat aqiqah bagi 

anak laki-laki yaitu dua ekor kambing  sedangkan bagi anak perempuan 

satu ekor kambing tapi jika orang tua tidak mampu maka cukup satu ekor 

kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambig bagi anak perempuan.    

Menurut kesepakatan para ulama fiqih khususnya madzhab Syafi‟i 

bahwa syarat aqiqah ada tiga macam yaitu: 

1. Usia hewan sudah sesuai. Jika hewan aqiqah tersebut adalah domba, 

maka umurnya adalah satu tahun masuk dua tahun. Jika hewan tersebut 

adalah kambing jawa atau sapi, maka umurnya adalah dua tahun masuk 

tiga tahun. Jika itu unta, maka umurnya lima tahun masuk enam tahun. 

2. Tidak cela. Maksudnya, mata hewan tersebut normal, kakinya normal, 

sehat, gemuk. 

3. Telinga hewan tidak terpotong, demikian juga dengan ekornya. Tetapi, 

jika yang terpotong adalah tanduk atau hewan tersebut dikebiri, maka 

hewan tersebut masih boleh dijadikan hewan aqiqah. 

4. Jenis dan Sifat  Hewan Aqiqah 

Sebagai masyarakat kita mengenal bahwa hewan yang bisa 

disembelih untuk aqiqah hanya terbatas pada kambing. Berbeda dengan 

ibadah qurban yang bisa menyembelih unta atau sapi. Pada redaksi yang 

ditemukan dalam pembahasan aqiqah hanya ditemukan kambing saja yang 

disembelih untuk aqiqah. 

Namun telah ditelusuri dalam kitab fikih, yang bisa dijadikan 

sembelihan aqiqah tidak terbatas pada hewan kambing. 

 



a. Boleh selain kambing  

Hewan yang bisa dijadikan sebagai aqiqah tidak terbatas pada 

kambing saja, namun bisa juga menyembelih unta, sapi untuk dijadikan 

hewan sembelihan aqiqah. Sebagaimana unta dan sapi juga bisa 

disembelih untuk ibadah  qurban dan hadyu. Dan secara fisik, sapi dan 

unta memiliki fisik yang lebih besar daripada kambing, maka boleh -boleh 

saja menyembelih hewan tersebut untuk aqiqah. Pandangan ini 

merupakan pendapatnya ulama madzhab Hanafi, madzhab Syafi‟i, 

madzhab hambali dan sebagian Madzhab maliki. 

ََىمَعََالغُلاََ قَةٌَفاَىَْريِْ قُوْاَعَنْوَُدَماًَوَأمَِيْطواَعَنْوَُلآ َمَِعَقِي ْ

  Pada anak lelaki ada kewajiban „aqiqah, maka potongkanlah hewan 

sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. Al-Bukhori)  

b. Khusus kambing  

Aqiqah hanya  boleh dengan hewan kambing, tidak boleh dengan 

sapi dan unta. Pendapat ini dinyatakan oleh ibnu hazm dan sebagian 

madzhab Maliki. 

Imam Ibnu hazm berpendapat bahwa tidak sah apabila aqiqah 

tidak menyembelih kambing. Untuk jenis kambingnya, menurut beliau 

tidaklah dibatasi, asalkan masih tergolong kambing maka boleh untuk 

dijadikan sebagai hewan aqiqah. 

Adapun sifat hewan yang diperbolehkan untuk aqiqah menurut 

Ulama fikih ada empat macam, yaitu: 

1) Kambing sembelihan boleh jantan atau betina  

2) Untuk umur kambing yang disembelih, bagusnya sudah mencapai 

usia satu tahun sempurna. 

3) Binatang yang disembelih tidak boleh cacat atau sakit parah. 



4) Jenis hewan harus kambing, tidak boleh diganti dengan hewan 

yang lain sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw,  

كَُرْزٍَعَنَْ َفَ قَالَََامُ  قَةِ َوَسَلَمََعَنَِالْعَقِي ْ قاَلَتَْسَألَْتَُرَسُوْلَُالِلهَصلّىَالُلهَعَلَيْوِ

َوالنّسائَ َوالترمذي َأبوداود َشاة.)رواه َاْلجاَريِةَِ َوَعَنِ َمُكَافِئَتَانِ َشَاُاَنِ للِْغُلَامِ

َوبنَماجوَوقالَالترمذيَىوَحديثَصحيح(

 “Dari Ummu Karz Radhiyallahu anha berkata: saya bertanya kepada 

Rasulullah Saw, tentang aqiqah, beliau bersabda: bagi bayi laki-laki 

dua ekor kambing dan bagi bayi perempuan satu ekor”. (HR. Abu 

Daud dan Tirmidzi, an-nasai dan Ibnu Majah. Imam at-tarmidzi 

mengatakan ini hadits shahih). 

 

5.  Waktu Pelaksanaan Aqiqah 

Para ulama telah sepakat bahwasanya penyembelihan aqiqah tidak 

boleh dilakukan sebelum kelahiran anak. Sedangkan waktu afdalnya adalah 

penyembelihan dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran.  

Cara menghitungnya adalah dengan melihat hari lahirnya, yaitu satu 

hari sebelum hari kelahiran pada pekan berikutnya. Misalnya, jika lahir pada 

hari sabtu maka waktu penyembelihan aqiqah dilakukan hari jum‟at . 

Imam Ibnu Hazm mengatakan kambing aqiqah disembelih pada hari 

ke-7 dari kelahiran, tidak boleh disembelih sebelum hari kelahiran, maka 

hendaknya aqiqah dilakukan kapan saja saat memiliki kemampuan sebagai 

kewajiban. 

Adapun hikmah bahwa penyembelihan aqiqah pada hari ke-7,  karena 

hari ke-7 merupakan hari penutup untuk hari-hari. Jika ada anak yang lahir 

pada hari kamis, maka anak tersebut akan melewati hari kamis, jum‟at, 



sabtu, ahad, senin, selasa dan rabu. Maka si anak akan merasakan telah 

melewati semua hari sehingga kita dapat optimis bahwa anak tersebut akan 

panjang umurnya dan tetap hidup. 

Adapun para ulama tidak satu pendapat mengenai pelaksanaan aqiqah 

yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahiran, dan mereka membagi 

hukum melaksanakan aqiqah sebelum hari ke-7 menjadi dua bagian yaitu: 

1. Boleh  

Ulama Syafi‟iyah dan Hanabila membolehkan melakukan aqiqah 

sebelum hari ketujuh. 

2.  Tidak boleh  

Ulama malikiyah, Ibnu Hazm dan As-Shan‟ani menganggap bahwa 

aqiqah yang dilaksanakan sebelum hari ketujuh, maka hal itu tidak 

diperbolehkan, karena praktik tersebut menyelisihi hadits Nabi Saw, yang 

sudah membatasinya pada hari ketujuh. 

3. Boleh sampai hari ke-14-21 

Menyembelih aqiqah boleh dilaksanakan pada tanggal 7 dan 

kelipatannya sampai minggu ketiga yaitu tanggal 14 dan 21 dari 

kelahirannya . Namun tidak bisa dilaksanakan setelah itu. Inilah salah satu 

pendapat yang ada dalam madzhab Syafi‟i, dan salah satu riwayat dari 

Imam Maliki. 

4. Boleh kapanpun 

Menurut salah satu riwayat yang shahih dalam Madzhab Hambali, 

bahwa pelaksanaan aqiqah boleh dilaksanakan kapanpun saja tanpa ada 

batas waktu, hanya saja ada syarat yang harus diperhatikan yaitu jumlah 

kelipatan pekan. 

Namun oleh sebagain ulama Syafi‟iyah dan riwayat lain dari 

madzhab Hambali berpendapat bahwa pelaksanaan aqiqah boleh 



dilaksanakan kapanpun saja aqiqah ada batas waktunya, yaitu hanya 

dibatasi sampai usianya mencapai umur balig. 

Hendaknya seseorang yang akan melaksanakan aqiqah niat dalam 

hati, membaca basmallah dan do‟a, sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad Saw,  dalam haditsnya: 

َشَاَُ يَِْصلّىَ  للهَِوَْسَُرَََقَ عََ:َ)ف َََتَْالََقَََةَُشََائَِعََ اللهَعليوَِوسلمََعَنَِاْلَحسَنَِوَاْلُحسَيِْ

وَِوَقُ وْلُوْاَ ََبُُُوَْعَلَىَاِسِْ َيَ وْمَِالس اَبِعَِوَأمََرََأَنَْيََاَطََعَنَْرأَْسِوَِلَََِىَوَقاَلََ:َاِ شَاَُ يِْ

قَةَُفُلَانْ( َبِسْمَِالِلهَاَللهَُاكَْبَ رَُمِنْكََوَلَكََىَذِهَِعَقِي ْ

“Aisyah berkata : Rasulullah Saw, mengaqiqahkan Hasan dan 

Husaien masing masing dua kambing pada hari ketujuh (kelahiran). 

Beliau memerintahkan agar pada kepala anak itu dihilangkan 

kotoran. 

Dan beliau bersabda: sembelihlah dengan menyebut nama (anak 

yang akan diaqiqahi). Ucapan : Bismillah Allah Akbar Allahumma 

minka wa laka, haadzihi „aqiqotul fulan (dengan nama Allah, Allah 

adalah yang terbesar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ini adalah 

aqiqah fulaan). 

 

6. Hikmah dan Manfaat Aqiqah 

Sesungguhnya syari‟at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, 

segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemashlatan, 

hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak 

mengetahuinya. Karena, memang para hamba tidak ada kewajiban untuk 

mengetahui perincian hikmah Allah Swt, namun cukup bagi mereka untuk 

hanya mengimani, mengilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, 



sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu di luar batas 

kemampuan akal manusia. 

 

Allah ta‟ala berfirman, 

َفَ َلَايََِيْدُوا َثُُ  نَ هُمْ َبَ ي ْ َشَجَرَ َفِيْما َيُكِّمُوكَ َحَتَّ  َلايَُ ؤْمِنُ وْنَ َوَربَِّكَ فَلَا

َانَْ فُسِكُمَْحَرَجاًَمِاًَّقَضَيْتََوَيُسَلِّموْاَُسْلِيْمًاَ

Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya ) tidak beriman 

hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara mereka perselisihkan, 

kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap 

putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Qs. 

Annisa‟ {4}:65 

 Namun hal itu sama sekali tidak mencegah untuk mengetahui hikmah 

syari‟at, karena hal tersebut memiliki beberapa hikmah, adapun hikmah 

aqiqah adalah: 

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari‟at Islam karena syari‟atnya 

dibangun di atas hikmah. 

2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna. 

3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut. 

4.  Penyemangat untuk menjalankan hukum syar‟at. 

5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain. 

6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang. 

7. Menampakkan makna salah satu nama Allah Swt 

Adapun manfaat aqiqah adalah sebagai berikut: 

1. Pemberitahuan nasab anaknya. 

Imam Waliyallah ad- Dahlawi berkata, ketahuilah, bahwasanya 

orang-orang arab dahulu mengaqiqahi anak-anak mereka, dahulu itu 



aqiqah adalah perkara yang harus (dikerjakan) dan sunah muakkadah  

menurut mereka. Di dalam aqiqah terdapat kebaikan yang sangat 

banyak, kembali untuk kebaikan dunia, akhirat dan kebaikan anak kita 

sendiri.  

Maka nabi Saw, menetapkannya dalam Islam dan 

menganjurkannya manusia untuk mengerjakan aqiqah. Di antara 

kebaikan dalam aqiqah adalah pemberitahuan akan nasab anaknya. Agar 

tidak timbul di kemudian hari ucapan yang jelek yang tidak enak 

didengar. 

2.  Menumbuhkan sifat dermawan dan membasmi sifat kikir. 

3. Sebagai sifat syukur kepada Allah, karena memperoleh anak dalam 

hikmat yang besar 

4. Menghibur hati si tuan rumah, orang-orang miskin, tetangga, para 

kerabat dan teman- teman. 

5. Sebagai bentuk ibadah taqorrub kepada Allah Swt. 

 Imam Ibnu Qoyyim Rahima humullah berkata, dan di antara faedah dari 

aqiqah adalah sebagai bentuk taqorrub kepada Allah Saw, atas anak 

yang baru lahir ke dunia. 

 

A. Jual beli Itishna’ 

1. Pengertian jual beli 

Bai‟ menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan imbalan sesuatu 

yang lain, seperti menukar barang dagangan dengan mata uang ( menjual ), 

jenis harta yang dijual dinamakan mabi‟  ( barang yang dijual ), sedangkan 

alat tukarnya dinamakan tsaman ( uang pembayaran ). Bai‟ dalam pengertian 



bahasa tidak membedakan antara jual beli barang yang suci dan yang najis, 

ataupun barang yang bisa dimanfaatkan atau tidak seperti khamer.
5
 

Adapun syira‟  adalah memasukkan harta milik orang lain kepada 

pemilikan pribadi ( membeli ).  

Bai‟ atau jual beli menurut Sayid Sabiq secara bahasa adalah Al-

mudahalah, yaitu saling bertukar, sedang menurut istilah, adalah saling 

bertukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling ridho atau 

berpindahnya pemilikan dengan cara saling tukar dengan jalan saling 

mengizinkan.
6
 

Dengan demikian, pertukaran pemilikan harta antara dua belah pihak 

disyaratkan harus saling ridho, keihklasan, dan telah saling merelakan, 

seorang penjual telah merelakkan barang jualannya  kepada si pembeli, 

sedangkan pembeli merelakan hartanya menjadi milik penjual. Oleh karena 

itu, antara penjual dan pembeli harus lebih beroirentasi kepada keikhlasan 

dan keridhaan, bukan semata keuntungan. Sebab jika seorang penjual lebih 

berorientasi kepada keuntungan. Dia tidak akan berpikir barang yang di 

jualnya itu baik atau tidak, yang penting laku dan habis  terjual. 

Dengan demikian, ia  akan melakukan cara cara yang yang tidak di 

benarkan seperti barang imitasi, curian, tipuan dan lain sebagainya. Begitu 

juga,  pembeli yang berorientasi kepada keuntungan bagi dirinya. Ia hanya 

akan  memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar- besarnya, 

melebihkan timbangan dan lain sebagainya.   

Oleh karena itu, prinsip saling ridha ini harus menjadi orientasi setiap 

penjual dan pembeli. Karena jika tidak, Allah mengancam kepada meraka 
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(penjual dan pembeli ) dengan neraka wail (kecelakaan), sebagaimana firman 

Allah Swt.: 

َلِّلْمُطفَِّفِيََْ َيَسْتَ وْفُ وْنَََ(١)َۙ  وَيْلٌ َالن اسِ َعَلَى َاكْتَالُوْا ََا َاِ ََاَََ(٢َ)َۙ  ال ذِيْنَ وَاِ

 (٣َ)َۙ  كَالُوْىُمَْاوََْو زنَُ وْىُمَْيُُْسِرُوْنََ

 

  “Artinya : celakalah orang orang yang muthafifin, yaitu orang yang 

apabilan  membeli sesuatu, meminta untuk melebihkan timbangan 

(khusus untuk pembeli ), dan ketika dia menimbangan dengan 

timbangan (sebagai penjual) ia mengurangi timbangannya”. (QS. Al- 

muthafifin {83} 1-3 ) 

 

َآمَنُوَ َال ذِينَ َأيَ  هَا َعَنَْياَ َتَِِارةًَ َأَنََُْكُونَ َإِلا  َباِلْبَاطِلِ نَكُمْ َبَ ي ْ َأمَْوَالَكُمْ َُأَْكُلُوا َلَا ا

كََانََبِكُمَْرَحِيمًاَۙ  وَلَاََُ قْتُ لُواَأنَْ فُسَكُمََْۙ  َُ راَضٍَمِنْكُمَْ َإِن َالل وَ
   

 Hai orang orang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh 

dirimu.  Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. 

(QS.Annisa {4} 29) 

 

Dan ayat lain Allah berfirman : 

 َۙ  مََٱلرِّبَ وٰاوَأَحَل َٱلل وَُٱلْبَ يْعََوَحَرَ 



 “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  (Qs. Baqarah {2} 

275) 

 

2. Rukun Dan Syarat Jual Beli 

Jual beli tidak akan sah tanpa terpenuhnya rukun dan syarat jual beli. 

Di antara rukun jual beli adalah: pertama, adanya ijab kabul dari kedua belah 

pihak yang menunjukkan saling keikhlasan dan keridhaan antara kedua belah 

pihak, tidak ada saling penghinaan dan cacian di antara mereka. Bahkan, ijab 

kabul cukup ditandai dengan saling bertukarnya antara dua belah pihak, 

pembeli menerima barang yang dibelinya dan penjual menerima harga yang 

telah disepakati; Kedua, terlaksananya ijab kabul tersebut tentunya ada dua 

belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli.  

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi penjual dan pembeli adalah 

berakal, kehendak sendiri (bukan paksaan) dan baligh. Ketiga syarat tersebut 

agar kesempurnaan jual beli dapat dilaksanakan. Jika salah satu penjual atau 

pembeli tidak berakal, akan mudah dibohongi atau ditipu , atau jika jual beli 

itu karena keterpaksaan, akan hilang unsur keridhaan yang menjadi syarat 

penting dalam akad jual beli.   

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai 

penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu tidak sah 

hukumnya.
7
 

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada empat perkara 

yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli ada empat, yaitu : 

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli 

2. Sight (lafadz ijab dan kabul) 
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3. Ada barang yang dibeli 

4. Ada nilai tukar pengganti barang. 

 Menurut madzhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, 

dan nilai tukar barang (1, 2, 4) di atas, termasuk syarat jual beli, bukan 

rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga. Dalam bertransaksi itu, diperlukan 

rukun-rukun. Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu ijab dan kabul, orang 

yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma‟kud „alaih (objek akad). 

 Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum 

dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul merupakan 

kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, 

tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh dilakukan 

dengan surat – menyurat yang mengandung ijab kabul. Adanya kerelaan 

tidak dapat dilihat, sebab kerelaan berhubungan dengan hati. Dapat diketahui 

melalui tanda-tanda lahirnya, adapun tanda yang jelas menunjukkan kerelaan 

adalah ijab dan kabul, Rasulullah Saw. Bersabda: 

َاثِْ نَانَِاِلاَ عَنَْاَبَِْىُريَْ رةَََ  َصَلّىَاللهَعليوَوسلمَقاَل:َلَايَُْتَرقَن  عَنْوَُعَنَِالن بِِ رَضِيََأللهَُ

َعنَُراضٍَ)رواهَابوَداودَوالترمذى(َ
 “Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua 

orang yang jual beli berpisah sebelum saling meridhoi,” (HR. Abu Daud dan 

Tirmidzi) 

 Dari berbagai pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ijab 

dan kabul adalah salah satu rukun jual beli dan syarat sahnya jual beli adalah 

adanya penjual dan pembeli, barang yang dibeli, alat tukar. 

 Hendaknya seorang pedagang dan pembeli memperhatikan syarat 

sahnya ijab qobul di saat transaksi jual beli agar tidak terjadi salah faham di 



antara keduanya dan tidak ada yang dirugikan salah satu pihak. Adapun 

syarat sahnya ijab qobul sebagai berikut:  

a. jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual 

menyatakan ijab, dan sebaliknya.  

b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul. 

c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. 

Mislanya, seseorang dilarang menjual hambanya yang baeragam; Islam   

kepada non-muslim karena merendahkan abid  yang beragama Islam.  

  

3. Macam macam Jual Beli 

Dalam Islam jual beli sudah dijelaskan tentang hukum jual beli secara 

terperinci tapi tidak menutup kemungkinanan dalam masyarakat ada yang 

masih menggunakan sistem jual beli menurut adat setempat. Maka timbul 

hukum macam-macam jual beli. 

Adapun jual beli baik secara umum dan khusus bisa dibagi mejadi 

beberapa bagian yaitu  jual beli secara hukum, objek jual beli, jual beli dari 

segi benda, jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-

sifatnya saja, jual beli benda yang tidak terlihat dan jual beli pelaku akad 

(subjek). 

1. Hukum jual beli ditinjau dari segi hukumnya  terbagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Jual beli yang sah menurut hukum 

b. Jual beli yang batal menurut hukum 

2. Hukum jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual 

beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqyuddin, bahwa jual beli 

di bagi menjadi tiga bentuk. 

3. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual 

beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual 



dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh 

dilakukan, seperti beras di pasar. 

4. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual 

beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam 

adalah  untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya 

berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan 

harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga 

yang telah ditetapkan ketika akad dalam salam berlaku semua syarat. 

5. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli 

yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tertentu atau 

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 

kerugian salah satu pihak. 

6. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagai menjadi tiga 

bagian, dengan  lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. 

7. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang 

dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan 

isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam 

menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah 

maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan 

pernyataan.  

 

Jual Beli Istishna’ 

1. Pengertian Jual beli Istishna’ 

Istishna‟ adalah jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih 

belum ada dan diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dibayar 



secara angsuran, namun spesifikasi dan harga barang pemesanan harus 

disepakati di awal akad. 

 Akad istishna‟ ialah akad yang terjalin secara pemesan sebagai pihak 

kesatu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak 

kedua, agar pihak ketiga  membuatkan barang sesuai yang diinginkan oleh 

pihak kesatu dengan harga yang disepakati antara keduanya.  

Dalam istilah para fuqoha, istishna‟ didefinisikan sebagai akad 

meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk 

tertentu sesuai keinginan yang dimaksud. Dalam jual beli  istishna‟ ini bahan 

baku dan pembuatan dari pengerajin. jika bahan baku  berasal dari pemesan, 

akad yang dilakukan adalah akad ijarah (sewa) bukan istishna‟.
8
 

Menurut jumhur ulama seperti Malikiyah dan Syafi‟iyah sama 

dengan salam, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari 

salam. 

Menurut Hanafiyah akad istishna‟ merupakan suatu akad terhadap 

seorang pembuat atau seorang pengerajin untuk mengerjakan atau membuat 

suatu barang tertentu yang ditangguhkan.
9
 

Contoh akad istishna‟ adalah saat seseorang memesan lemari kepada 

penjual lemari dengan spesifikasi dengan desain yang  diinginkan. Maka 

dalam hal ini kenapa lebih sesuai di terapkan akad istishna‟ karena lemarinya 

perlu dibuatkan terlebih dahulu.  

Berbeda dengan buah. Buah pedagang tidak perlu membuat terlebih 

dahulu. Maka dalam hal pembayaran, pembeli menurut pendapat jumhur 

ulama, boleh melakukan pembayaran di awal lunas, atau sebagian dibayar di 

awal akad, dan sisanya di akhir akad, atau saat barang jadi dan di terima, 
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bahkan boleh di cicil setelahnya. Untuk pembayaran yang lebih bebas sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. 

  

2. Rukun Dan Syarat istishna’ 

Menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, rukun akad 

istishna‟ ialah ijab dan qabul yakni kerelaan antara kedua-dua pihak. 

Contohnya seperti lafal ini : “ Buatkan untukku sepasang baju  kemeja ” dan 

tukang jahit menjawab “ aku terima pesanan ini dan aku akan siapkan” 

menurut ulama madzhab Maliki rukun jual beli istishna‟   sama seperti 

terdapat di dalam rukun- rukun dan akad salam yaitu : 

1. Muslam  (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan 

memesan barang. 

2. Muslam ilayh ( penjual ) adalah pihak yang memasok barang 

pesanan. 

3. Modal atau uang. Adapula yang menyebut harga (thaman). 

4. Muslam fihi adalah barang yang dijualbelikan. 

5. Sighat adalah ijab dan qabul 

Dengan memahami hakikat akad istishna‟ kita dapat pahami bahwa 

akad istishna‟ yang dibolehkan oleh ulama madzhab Hanafi memiliki 

beberapa persyaratan, sebagaimana yang berlaku pada akad salam di 

antaranya: 

1. Penyebutan dan penyepakatan kriteria pada saat akad 

dilangsungkan, persyaratan ini guna untuk mencegah terjadinya 

persengketaan antara kedua bela pihak pada saat jatuh tempo 

penyerahan barang yang dipesan. 

2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang. Bila ditentukan waktu 

penyerahan barang, maka akadnya akan secara otomatis berubah 



menjadi akad salam, sehingga berlaku padanya seluruh hukum- 

hukum akad salam, demikianlah pendapat imam Abu Hanifah.
10

 

Akan tetapi kedua muridnya yaitu Abu Yusuf, dan 

muhammad bin Al- Hasan berselisih, mereka berdua berpendapat 

bahwa tidak mengapa menentukkan waktu penyerahan, dan tidak 

menyebabkannya berubah menjadi akad salam, karena demikianlah 

tradisi masyarakat dahulu kala dalam akad istishna‟. Dengan 

demikian, tidak ada alasan untuk melarang penentuan waktu 

penyerahan barang pesanan, karena tradisi masyarakat ini tidak 

diperselisihkan dalil atau atau hukum syariahnya. 

3. Barang yang dipesan adalah barang telah biasa di pesan dengan 

akad istishna‟. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar 

dibolehkannya akad istishna‟. Telah dijelaskan di atas bahwa akad  

istishna‟ dibolehkan berdasarkan tradisi umat Islam yang telah 

berlangsung sejak dahulu kala. Dengan demikian, akad ini 

hanya berlaku dan dibenarkan pada barang –barang yang oleh 

masyarakat biasa dipesan dengan skema akad  istishna‟ adapun 

selainnya, maka dikembalikan kepada hukum asal.  

3. Dasar Hukum Istishna’ 

a. Al – Qur‟an  

Dasar hukum  istishna‟ diambil dari keumuman dalil yang 

menghalalkan jual beli, di antaranya firman Allah:  
َياَيَ هاالّذِيْنََامََنُ وْاَاَِاَُدَيْ تًمَْبِدَيْنٍَاِلًىَأَجَلٍَم سَمًىَفاَكْتبُُ وْهَُ
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 “Hai orang –orang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya” (Qs 

Al-Baqarah 282) 

 وَأَحَل َٱلل وَُٱلْبَ يْعََوَحَر مََٱلرِّبَ وٰا 
“sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  (Qs. Baqarah {2} 

275) 

 

b. Al- Hadits 

بْنَُعَبْدََُحَدََثَ نَاَابَُ وَْعَامِرَْالْعَقْدِى.َحَدََثَ نَاَ.حُسْنَُبْنَُعَلِىَالُخلَالَُ حَدَثَ ناَ

هَِاَنَّرَسولَالِلهَصلّىَالُلهَ الِلهَبْنَُعَمْرٍوَبْنَُاَبَِْعَوْفٍَالْمُزْنيَعَنَْابَيِوَِعنَجَدِّ

سلميَالا َصُلحاَحرمٌَحلالاًََعَليوَوسلم:َالصّلحَُجَائزٌَبي
ُ
أَحل َحراماًَاوََ الد

َع َحلاوالدسلمون َحرم َشُرُطا َاِلا  َشروطهم َاََلى َ)رواهَوَلًا َحراماً أَحل 

َالترمذى(ََ

Artinya : 

“Diceritakan Al- Husen bin Ali Al- Khalal, diceritakan Abu Amir Al- 

„Aqd, diceritakan Kathir bin Abdullah bin Amr bin Abi „Awf Al- 

Mazani, dari bapaknya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah 

Saw, bersabda: perdamaian itu diperbolehkan sesama muslim 

dengan baik, tetapi tidak mengharamkan yang halal dan 

menghalalkan yang haram, pada perinsipnya orang Islam itu sesuai 



dengan syari‟at yang telah ditentukan, kecuali syarat mengharamkan 

yang halal atau mengahalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi). 

 

ارَُقُطْنَِِوَغَيَِْْهِِاََعَنَْأَبَِْ َسَعِيْدٍَاْلخدُْريَِ لاََضَرَرََوَلاََضِراَرََ.َرَوَهَُابِْنَُمَاجَوَُوَالد 
  “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang 

lain”   

 

Kaidah fikih : 

 الَاصْلَُفَِالْمُعًاَمَلاتَِالِاباَحَةَُاِلاَّانََْي دَُلَُدَليِْلٌَتََْريَِْهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 

yang mengharamkannya”  
 

4. Hukum Akad Istishna’ 

Para Fuqoha berselisih pendapat terhadap hukum jual beli istishna‟ 

: 

a. Golongan pertama yang mengharuskan  

 Ulama Hanafi berpendapat bahwa kontrak jual beli istishna‟ 

diharuskan berdasarkan konsep al-istihsna‟  karena kontrak tersebut 

telah menjadi amalan yang dilakukan oleh orang banyak pada setiap 

masa tanpa ada bantahan. Ia juga berperanan memberikan 

kemudahan dalam perdagangan kepada umat Islam. Secara tidak 

langsung, wujud satu ijma‟ di kalangan umat Islam  terhadap 

keharusan akad jual beli istishna‟  

  Berdasarkan alasan tersebut, maka ulama Hanafi berpendapat 

dan menganggap bahwa istishna‟ sebagai keharusan karena ia 

mendatangkan kemaslahatan kepada umat Islam. Ulama Hanafi juga 



menggunakan hadits periwayatan dari „Abdullah Ibn Umar yang 

menceritakan bahwa Rasulullah Saw, pernah memesan sebuah 

cincin yang dibuat dari emas. 

  Di samping itu juga, terdapat, ulama yang mengharuskan 

penggunaan akad istishna‟ yaitu Imam Zufar (mazhab Hanafi), 

sebagian mazhab Maliki, dan Hambali dengan mensyaratkan jual 

beli tersebut telah menjadi amalan sama seperti syarat yang 

ditetapkan di dalam jual beli salam. Di antara syartanya adalah 

hendaklah menyerahkan semua harganya dalam majelis akad 

tersebut. Syarat yang ditetapkan oleh mazhab maliki khususnya 

mensyaratkan bahwa barang yang hendak dipesan itu harus terdiri 

dari bahan mentah sejenis yang tidak boleh tercampur dengan jenis-

jenis lain bagi yang mengharuskan kontak istishna‟. 

  Ulama Syafi‟i berpendapat bahwa jual beli istishna‟ tidak harus 

memberikan kelonggaran bagi istishna‟ dengan menganggap bahwa 

akad ini tetap diperkirakan sah demikian juga ditentukan waktu 

penyerahan barang yang dipesan ataupun tidak (yakin segera 

diserahkan) 

b. Golongan kedua yang tidak mengharuskan  

Golongan kedua yang menyatakan bahwa kontrak dalam jual beli 

istishna‟ tidak harus adalah pendapat mazhab Syafi‟i. Meraka 

berpendapat berdasarkan konsep qiyas. Selain mazhab Syafi‟i, 

demikian juga ulama yang tidak mengharuskan kontrak ini adalah 

sebagian ulama mazhab Maliki dan Hambali. Mereka 

menghubungkan kontak istishna‟  dengan kontrak jual beli salam. 

Oleh karena itu, pendapat mereka bagi seseorang yang memesan 

sesuatu barang perlu menyertakan prosedur-prosedur hukum dalam 

kontrak jual beli salam. Hal ini disebabkan mereka menganggap 



bahwa tidak mungkin jual beli istishna‟ ini digunakan sebagai akad 

jual beli, karena jual beli ini merupakan jual beli yang tidak ada 

barangnya dan bukankah itu jual beli salam. 

 

B. Khiyar 

1. Pengertian khiyar 

Khiyar artinya “ boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli 

atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)” diadakan khiyar 

oleh syara‟ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 

kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak terjadi penyesalan di 

kemudian hari lantaran merasa tertipu.
11 

Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama belum berpisah, 

mereka berdua boleh memberi syarat khiyar selama tempo tiga hari , apabila 

terdapat aib/cacat pada benda (yang dijual) maka boleh bagi pembeli untuk 

mengembalikannya lagi.
12

 

 

2. Macam Macam Khiyar  

Dalam jual beli,  menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah 

akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya 

oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut : 

a. Khiyar majlis,  artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan 

melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada 

dalam satu tempat (majlis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam 

berbagai jual beli. Rasulullah Saw, bersabada : 

عَانَِباِلْخيَِارمَِالَََْ َ)رواهَالبخارىَومسلمَ(َيَ تَ فَر فاًالَْبَ ي ْ
                                                                   

11
  Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam) Bandung, Sinar Baru 

Algensindo,h.10 2012 
12

  Galih Maulana., Terjemah Matan Al- Ghayah Wa At- Taqrib. Al- Qadhi Abu 

Syuja‟ Muamalat 4.  31 Januari 2019.h 8. 



 “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah” (HR. 

Bukhori dan Muslim ) 

Bila keduanya telah berpisah dari tempat akad tersebut, maka 

khiyar majlis tidak berlaku lagi, batal.
13

 

b. Khiyar Syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyartkan sesuatu baik 

oleh penjual  maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata “ saya jual 

rumah ini dengan harga Rp. 100.000,00 dengan syarta khiyar selama tiga 

hari”  Rasulullah Saw bersabda : 

كَُلَِسِلْعَةٍَابتِْعْتَ هَاَثَلَاثََليََالٍَ)روهَالبيهق َىَ(انَْتََباِلْخيَِارِفِْ
 “ kamu boleh khiyar setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari 

tiga malam” (HR. Baihaqi) 

c. Khiyar „aib, artinya adalah dalam jual beli ini disyartkan kesempurnaan 

benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil itu 

seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”, seperti yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari aisyah r.a bahwa seseorang 

membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, 

didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada 

Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual. 
14

 

 Adapun cacat yang terjadi setelah akad sebelum barang diterima, 

maka barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli masih dalam 

tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh 

dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Akan tetapi, kalau barang itu 

tidak ada lagi; umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya 

sudah mati; atau yang dibeli tanah, sedangkan tanah itu sudah 

diwakafkannya, sesudah itu si pembeli baru mengetahui bahwa yang 
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dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja 

sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu. 

 Barang yang cacat itu hendaklah segera dikembalikan, karena 

melalaikan hal ini berarti rida pada barang yang cacat, kecuali kalau ada 

halangan. Yang dimaksud dengan “segera” disini adalah menurut kebiasaan 

yang berlaku. Kalau si penjual tidak ada  (sedang berpergian), hendaklah 

jangan dipakai lagi. Jika dia pakai juga, hilanglah haknya untuk 

mengembalikan barang itu, dan hak meminta ganti rugi pun hilang pula. 

 Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada 

tambahannya sewaktu-waktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya  

itu tidak dapat dipisahkan, misalnya binatang yang dibeli itu kurus, sekarang 

sudah gemuk, maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama 

binatangnya; berarti si pembeli tidak boleh minta ganti rugi. Akan tetapi, 

apabila tambahan itu dapat dipisahkan misalnya anaknya, atau sewanya yang 

menghasilkan di tangan si pembeli, berarti tidak ikut dikembalikan.  

 Sebaliknya kalau tambahan itu terjadi karena dari uang (harga uang), 

maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan 

si penjual, kalau jual beli tidak diteruskan, tetap menjadi hak si penjual tidak 

ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli. Hukum ini 

berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima. 

 Sebab junjungan kita, telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki 

telah mengadukan keadaannya kepada Rasulullah Saw, ia mengadu bahwa 

dia telah membeli barang yang bercacat. Hasil pertimbangan beliau, barang 

itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah kali-laki itu mendengar 

keputusan tersebut, lalu dia bertanya, “barang itu sudah saya pakai beberapa 

lama, apakah saya harus membayar sewanya apa tidak? 

Jawab Rasulullah Saw: 



َاَلْخرَاَجَُباَِالض مَانَِ)رواهَالتّرميذى(

  “Buah (hasil) sesuatu adalah tanggungan si pembeli.” (HR. 

Tirmidzi)   

Jadi, apabila barang itu hilang dari tangannya, dia harus mengganti, 

karena dia bertanggung jawab atas barang yang berada di tangannya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 


